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ABSTRAK 

 
Beberapa penyebab dari adanya ketimpangan suatu daerah adalah ketidakmerataan IPM, biaya 

infrastruktur dan investasi serta dapat juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar 

daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan secara langsung maupun tidak 

langsung IPM, biaya infrastruktur serta investasi pada ketimpangan distribusi pendapatan melalui 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah data sekunder pada tahun 2008 – 2015. Observasi non partisipan merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dan analisis jalur sebagai teknik analisisnya. 

Penelitian ini memiliki hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan IPM 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh 

langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. IPM dan investasi tidak memiliki 

pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi 

sebagai variabel intervening yang mempengaruhi IPM dan biaya infrastruktur secara tidak langsung 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 

 
Kata Kunci: ketimpangan distribusi pendapatan, IPM, biaya infrastruktur, investasi, pertumbuhan 

ekonomi 

 
ABSTRACT 

 
Unequal distribution of income can be caused by several factors, including uneven amount of quality 

human resources, infrastructure costs and investment in an area. This research has a purpose to 

analyze directly effect and indirectly effect of  HDI, infrastructure costs and the investment of the 

unequal distribution of income through economic growth in the district/city in Bali. This research uses 

secondary data from 2008 – 2015. The method used in this research is a non-participant observation 

data collection and in this research used path analysis. In this research found that HDI has directly 

and significant impact on economic growth. Infrastructure costs and economic growth have directly 

and significant effect on the unequal distribution of income. Meanwhile, HDI and investment have not 

significant effect on inequality of income distribution. Economic growth is a variable intervening the 

indirect influence of the HDI and infrastructure costs of the unequal distribution of income. 
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PENDAHULUAN 

 Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, sektor maupun daerah. 

Ketimpangan pendapatan di setiap daerah disebabkan perbedaan komposisi jumlah 

penduduk, sumber daya yang ada dan karakteristik setiap daerah (Amrillah, 2013). 

Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antar masyarakat 

maupun daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Kesenjangan antar daerah telah 

menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat, 

terutama Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat majemuk dimana kondisi 

geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah (Irawan, 2015). Kesenjangan 

ekonomi regional dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dan migrasi 

modal antara daerah depresi dan daerah sejahtera serta memburuknya perdagangan 

agregat (Rowan dan Thirlwall, 2013). Adanya ketimpangan dalam suatu daerah akan 

mendorong daerah yang tertinggal untuk mengembangkan perekonomian di daerahnya 

agar tidak terdapat jurang yang besar dengan daerah maju. Tingkat ketimpangan antar 

daerah dalam hal pembagunan ekonomi dan sosial merupakan suatu proses pertumbuhan 

di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model pembangunan yang satu atau 

lainnya (Antonescu, 2010). Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan 

terjadinya disparitas antar daerah. Ketimpangan distribusi antar daerah dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti perbedaan geografis, perbedaan sumber daya manusia, 

faktor produktivitas serta strategi pembangunan daerah (Ali, 2013).  Kesenjangan antar 

daerah akan semakin besar perbedaannya akibat perbedaan geografis seperti halnya 

ketimpangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan (Breau dan Saillant, 2016). 

Menurut Syafrizal (dalam Fitriyah dan Rachmawati, 2012) menjelaskan bahwa 
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ketimpangan merupakan masalah umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu 

daerah. Disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan 

daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah dan investasi (Piotr, 2009). Ketimpangan 

dapat memberikan dampak positif, yaitu daerah akan saling bersaing untuk meningkatkan 

perekonomiannya. Akan tetapi ketimpangan dapat pula berdampak negatif seperti 

ekonomi yang tidak efisien, stabilitas sosial dan solidaritas yang lemah, serta 

ketimpangan yang tinggi (Todaro dan Smith, 2004). Todaro dan Smith juga menjelaskan 

bahwa untuk menganalisis ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan Gini Rasio 

dimana angkanya berkisar antara 0-1 yang digunakan sebagai ukuran ketimpangan 

agregat suatu wilayah. 

Melihat ketimpangan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2008 – 2015 seperti 

yang digambarkan pada gambar 1, maka kita akan dapat melihat lonjakan pada gini rasio 

terjadi pada masa dimana goncangan ekonomi melanda Bali. Setelah 2010 tingkat 

ketimpangan meningkat menjadi jauh diatas sebelumnya. Gini rasio telah beranjak naik 

dari sebelumnya yang hanya 0,31 menjadi 0,37. Kenaikan ini telah memberikan dampak 

yang cukup signifikan dalam paradigma ketimpangan ekonomi penduduk di Bali. 

Ketimpangan ini tidak lagi dianggap ketimpangan rendah namun mulai beranjak 

menapaki posisi sebagai yang menengah. Di tahun sesudahnya yaitu tahun 2011 

Koefisien Gini bahkan mencapai level diatas angka 0,4. Posisi yang tetap bertahan dalam 

fluktuasi hingga tahun 2014 dimana angka koefisien gini mencapai 0,42. Angka ini jauh 

lebih besar daripada tahun 2013 yang hanya sekitar 0,40. Tahun 2015 koefisien gini 

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,38. 
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Gambar 1. Koefisien Gini Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015 (poin) 

 
Sumber : Bappeda Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015 

Gini rasio masing-masing daerah di Provinsi Bali tahun 2008 – 2015 masih lebih 

rendah jika dibandingkan dengan gini rasio Provinsi Bali. Ketimpangan distribusi 

pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali hampir tergolong ketimpangan menengah.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka 

panjang. Pengertian ini mengandung tiga hal pokok yaitu proses, yaitu output perkapita 

jangka panjang (Cahyani, 2016). Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah 

perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, karena merupakan ukuran utama 

keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat sampai di 

lapisan paling bawah (Barimbing, 2015). Dalam suatu perekonomian kita tidak hanya 

sekedar membahas mengenai pentingnya PDB dan lapangan pekerjaan, namun juga perlu 

memperhatikan peran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Suryahadi, dkk, 

2012). Pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk menggambarkan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat juga 

akan menyebabkan meningkatnya angka ketimpangan pendapatan, dimana pendapatan 

yang tercipta cenderung mengumpul pada wilayah yang mempunyai faktor-faktor 

produksi lebih banyak (BPS Provinsi Bali, 2009). Indikator yang dapat digunakan untuk 

0.31 0.31 

0.37 
0.41 0.43 

0.4 0.42 
0.38 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gini Ratio



E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol.6, No.2 Februari 2017 

 

 

259 

 

melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya adalah dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pauzi, 2016). Pembangunan ekonomi pada 

dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam 

perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun 

atau direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah 

(Suwandika, 2015). Dalam penelitian yang telah dilakukan Kuznets, menyimpulkan 

bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya 

pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan 

belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut 

pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami 

penurunan. Kuznets menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan 

metode U terbalik yang ia ciptakan setelah meneliti kesenjangan diberbagai negara. 

Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan penyebaran distribusi pendapatan yang merata. PDRB dapat 

digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam jangka pendek, 

cepatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan 

akan meningkat pula. Pada Gambar 2, digambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Bali dan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan pada tahun 2013 

dan 2015. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 sebesar 5,56% dan pada 

tahun 2015 sebesar 4,79% sedangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali pada tahun 

2013 sebesar 6,69% dan pada tahun 2015 sebesar 6,04% meskipun pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Tahun 2010-

2015   (Persen) 

 
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 -- 2015 

 

Pembangunan dalam lingkup daerah disamping meningkatkan PDRB dan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah, juga perlu memperhatikan pembangunan manusia (Artana, 

2015). Pembangunan manusia disebut-sebut sebagai tujuan akhir dari aktivitas manusia 

bukan tujuan dari pertumbuhan ekonomi (Poddar, dkk, 2014). Pembangunan manusia 

sendiri menjelaskan mengenai penghapusan kondisi-kondisi yang membatasi kemampuan 

dan menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang 

normal (Mahesha dan Shivalingappa, 2011). Tingkat pembangunan manusia yang 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tentu juga tergantung pada kondisi 

masyarakat lainnya (Gustav, 2004). Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi 

faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat 

dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia (Hariwan, 2015). Untuk 
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pendidikan dan kesejahteraan pembangunan. Rendah atau tingginya IPM akan 

berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat 

produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian akan berpengaruh pada rendahnya 

pendapatan. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi 

tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi 

semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah berbeda, hal ini 

menjadikan IPM salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan. IPM rata-rata 

Provinsi Bali digambarkan pada gambar 3, dimana setiap tahunnya angka IPM selalu 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS tahun 2015, IPM Provinsi Bali pada 

tahun 2015 sebesar 73,27 meningkat 0,79 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali berada di peringkat ke-5 dan berada 

diatas nilai IPM nasional.  

Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Periode 2008-2015 (Poin) 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015 

 

Ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk mendorong 

produktivitas daerahnya dan untuk menciptakan efisiensi serta efektivitas di berbagai 

69.51 
69.87 

70.1 

70.87 

71.62 
72.09 

72.48 

73.27 

67

68

69

70

71

72

73

74

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IPM Rata-Rata Provinsi Bali Periode 2008 - 2015 

IPM Rata-Rata



Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur…[Diah Pradnyadewi, Ida Bagus Purbadharmaja] 

 

 

sektor.  Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk 

mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga 

memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi 

(Sumadiasa, 2016). Salah satu cara untuk mendukung peningkatan PDRB yaitu dengan 

lebih meningkatkan belanja daerah dalam bidang infrastruktur. Biaya infrastruktur 

merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan infrastruktur suatu 

daerah. Faktor pendorong produktivitas suatu daerah salah satunya adalah ketersediaan 

infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakan sektor riil, 

menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta 

memicu kegiatan produksi (Awandari, 2016). Tersedianya fasilitas pelayanan publik 

membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya 

fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang 

akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi 

tingkat ketimpangan yang ada (Putri, 2014). Pemerintah daerah memiliki tugas untuk 

mengatur anggaran bidang infrastruktur dengan tepat dan benar karena ketersediaan 

infrastruktur merupakan faktor penunjang untuk memperlancar kegiatan ekonomi. World 

Bank (2001) menyatakan bahwa dari perspektif governance, perbaikan pelayanan publik 

dan pengurangan kemiskinan dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi alokasi 

melalui penyesuaian secara lebih baik pelayanan publik dan efisiensi produksi melalui 

peningkatan akuntabilitas, responsivitas. Pembiayaan infrastruktur berupa jalan, jembatan 

dan lain sebagainya tersebut dapat dilihat dari perbandingan pengeluaran pemerintah 

dengan total belanja barang publik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu 

daerah dapat dihasilkan melalui pembiayaan infrastruktur. Menurut Sahoo, dkk (2010) 
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dampak dari modal publik atau infrastruktur berbeda di setiap negara, wilayah maupun 

sektor tergantung pada kuantitas dan kualitas dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. 

Semakin baik kondisi infrastruktur suatu daerah, tingkat mobilitas juga semakin baik. 

Menurut Sajoodi, dkk (2012), ketepatan dalam pengadaan infrastruktur dapat memainkan 

peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Wilayah 

dengan akses terbatas mengalami tingkat harga dan kelangkaan pasokan sumber daya 

wilayah jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan akses lebih baik. Pengeluaran 

pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara 

langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang 

berbeda pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali akan mengakibatkan terjadinya 

ketimpangan pembangunan antar daerah yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan 

masyarakat daerah bersangkutan yang tercermin dalam PDRB daerah tersebut. 

Gambar 4. Rata – Rata Pengeluaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang 

Infrastruktur Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 

(persen) 

 
Sumber : Bali Dalam Angka, 2016 
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Kabupaten Badung memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang 

infrastruktur tertinggi yaitu 24,63 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten 

Badung memungkinkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggarannya untuk 

belanja modal lebih besar. Sementara itu, rata-rata pengeluaran pemerintah daerah dalam 

bidang infrastruktur terendah tercatat di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 9,81 persen. 

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan 

menambah modal serta mendapatkan laba pada waktu tertentu. Terkonsentrasinya 

investasi dibeberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya 

ketimpangan pendapatan. Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP ( 

Gross Domestic Product ) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Investasi dapat 

dibagi menjadi dua jenis yaitu, investasi pemerintah dan investasi swasta, sedangkan 

berdasarkan pembentukan modalnya investasi terdiri dari 2 jenis investasi yaitu: investasi 

bruto dan investasi neto. Investasi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga 

kesempatan para pencari kerja akan semakin luas dan tentunya akan mengurangi angka 

penggangguran. Banyak negara maju atau daerah maju yang mencapai pembangunan 

ekonomi dan sosialnya dengan berinvestasi dalam SDM dan teknologi (Kaur dan Singh, 

2016). Salah satu penyebab menurunnya perkembangan tingkat investasi yaitu karena 

kondisi ekonomi yang tidak stabil dan dapat berpengaruh pada keyakinan para investor 

sehingga mengakibatkan investasi menurun yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

(Paramita, 2015). Investasi dalam bentuk PMTDB dapat berupa bangunan atau kontruksi 

serta mesin-mesin atau alat perlengkapan lainnya. Selama delapan tahun terakhir, 

perkembangan investasi fisik di Bali cukup baik. Perkembangan investasi yang terlihat 

dari perkembangan PMTDB dalam komponen PDRB cenderung mengalami peningkatan. 
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Peningkatan investasi tersebut tidak terlepas dari maraknya pembangunan infrastruktur di 

beberapa daerah. 

Gambar 5. Perkembangan PMTDB di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2015 (Triliun 

Rupiah) 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2016  

 

Kondisi PMTDB pada gambar di atas menujukkan adanya peningkatan relative 

dari tahun 2004 -- 2015. Angka PMTDB paling tinggi di tahun 2015 sebesar 13,82 triliun 

rupiah dan paling rendah di tahun 2004 sebesar 3,30 triliun rupiah yang memiliki arti 

bahwa kondisi PMTDB di Provinsi Bali selalu meningkat. Berdasarkan angka PMTDB 

Provinsi Bali kurun waktu 2004 – 2015 rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

Investasi swasta masing-masing daerah di Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami 

peningkatan, dimana Kabupaten Badung dari tahun 2007 hingga 2015 paling banyak 

jumlah investasinya. Hal tersebut karena pertumbuhan beberapa sektor di Kabupaten 

Badung sangat maju dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Besarnya investasi yang 

masuk akan memberikan dorongan yang kuat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali (Arshanti, 2015). 
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Provinsi Bali, bagaimanakah pengaruh langsung IPM, biaya infrastruktur, investasi dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, dan 

yang terakhir bagaimanakah pengaruh IPM, biaya infrastruktur dan investasi terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Bali. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan langsung IPM, biaya 

infrastruktur dan investasi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, untuk 

menganalisis hubungan langsung IPM, biaya infrastruktur dan investasi terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali dan untuk mengetahui hubungan 

IPM, biaya infrastruktur dan investasi secara tidak langsung terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

intervening. 

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil dari 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik itu untuk 

menambah dan memperkaya sumber-sumber bacaan, serta diharapkan dapat menambah 

refrensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan 

dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali mengenai kebijakan-

kebijakan yang terkait pembangunan struktur ekonomi dan meningkatkan angka 

perekonomian. 

 Adapun hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu, pertama 

diduga IPM, biaya infrastruktur dan investasi memiliki pengaruh langsung dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kedua, diduga IPM, 

biaya infrastruktur, investasi  dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung 
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dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Bali. Dan yang ketiga, diduga IPM, biaya infrastruktur, investasi memiliki pengaruh tidak 

langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 

dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. 

 

METODE PENELITIAN 
 

 Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif, dimana penelitian 

asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antar 

variabel. Provinsi Bali digunakan sebagai lokasi penelitian karena angka ketimpangan 

distribusi di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali cukup besar serta 

pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali belum sepenuhnya 

merata. 

 Jenis data kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan 

menggunakan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui metode pengumpulan 

data observasi non partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 

tidak terlibat langsung dan hanya melakukan observasi sebagai pengamat independen. 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu analisis jalur. Analisis 

jalur atau path analysis digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak 

langsung variabel independent terhadap variabel dependent melalui variabel mediasi serta 

untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti dalam bentuk hubungan sebab 

akibat. Penelitian pengaruh IPM, biaya infrastruktur dan investasi terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali 

tahun 2008 – 2015 dapat diilustrasikan seperti Gambar 6. 



Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur…[Diah Pradnyadewi, Ida Bagus Purbadharmaja] 

 

 

Berdasarkan Gambar 6 dapat dirumuskan dua persamaan regresi yang 

menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan, yaitu. 

Y1=β1X1+β2X2+ β3X3+e1…................................................................................   (1) 

Y2=β1X1+β2X2+β3X3+β4Y1+e2…......................................................................... (2) 

Gambar 6. Model Analisis Jalur 
 

 
Keterangan : 

Y2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Y1 = Pertumbuhan Ekonomi 

X1 = IPM 

X2 = Biaya Infrastruktur 

X3 = Investasi 

β1...β3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X 

e1,e2 = error 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui hubungan antar 

variabel penelitian yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural yaitu 

sebagai berikut: 

 

IPM 
( X 1 ) 

Biaya Infrastruktur 

( X 2 ) 

Investasi 

( X 3 ) 

Pertumbuhan  

ekonomi  ( Y 1 ) 

Ketimpangan  

Distribusi  

Pendapatan  ( Y 2 ) 

P 1 

P 3 

P 2 

P 6 

P 4 

P 7 

P 5 

e 
1 e 2 
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Persamaan Struktural 1: 

Y1 = 0,784X1 + 0,209X2 – 0,181X3 + e1 

Persamaan Struktural 2 : 

Y2 = -0,287X1 – 0,608X2 + 0,716X3 + 0,542Y1 + e2 

Tabel 1. Ringkasan Koefisien Jalur 

 
Regresi Koef. 

Regresi 

Estándar 

Stándar 

Eror 

t hitung p value Keterangan 

X1 → Y1 0,784 0,018 4,866 0,000 Signifikan 

X2 → Y1 0,209 0,000 0,993 0,324 Tidak 

Signifikan 

X3 → Y1 -0,181 0,000 -0,181 0,532 Tidak 

Signifikan 

X1 → Y2 -0,287 0,002 -1,219 0,227 Tidak 

Signifikan 

X2 → Y2 -0,608 0,000 -2,279 0,026 Signifikan 

X3 → Y2 0,716 0,000 1,963 0,054 Tidak 

Signifikan 

Y1 → Y2 0,542 0,013 3,551 0,001 Signifikan 

Sumber : Data diolah, 2016 

Tabel 1. menjelaskan bahwa variabel IPM (X1) memiliki pengaruh langsung dan 

signifikan pada pertumbuhan ekonomi (Y1). Variabel biaya infrastruktur (X2) dan 

pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan 

distribusi pendapatan (Y2). Sementara itu, variabel IPM (X1) dan investasi (X3) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y2) 

 Berdasarkan ringkasan koefisien jalur maka dapat diilustrasikan diagram analisis 

jalur antar variabel seperti berikut: 
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Gambar 7. Diagram Analisis Jalur Penelitian 

 

 
Sumber : Data diolah, 2016 

  

Berdasarkan Gambar 7 dapat dihitung pengaruh langsung, pengaruh tidak 

langsung dan pengaruh total antar variabel seperti di bawah ini: 

Tabel 2. Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Total 

Pengaruh Antar Variabel Penelitian 

 
Sumber : Data diolah, 2016 

 

Keterangan: 

PL = Pengaruh Langsung 

PTL = Pengaruh Tidak Langsung 

TP = Total Pengaruh 

X1 = IPM 

X2 = Biaya Infrastruktur 

X3 = Investasi 

Y1 = Pertumbuhan Ekonomi 

Y2 = Ketimpangan Distribusi Pemdapatan 

 

Untuk mengetahui nilai e1 dan e2 dihitung dengan rumus: 

e1 =  √     =  √        = 0,664 

e2 =  √     = √        = 0,829 

IPM (X1)

Biaya 

Infrastruktur 

(X2)

Investasi (X3)

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y1)

Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan 

(Y2)

-0,287

0,209 0,542

0,784

0,7160,181

-0,608

e1

e2

PL PTL TP PL PTL TP PL PTL TP
Y1 0,784 - 0,784 0,209 - 0,209 -0,181 - -0,181

Y2 -0,287 0,425 0,138 -0,608 0,113 -0,494 0,716 -0.098 0,618

Variabel X1 X2 X3
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Untuk memeriksa validitas model dalam penelitian ini, dapat dilakukan pemeriksaan 

melalui koefisien determinasi total yang hasilnya sebagai berikut: 

R
2
m = 1 – (e1)

2
(e2)

2
…………………………………………………………..…(3) 

R
2
m = 0,4495 

Keterangan: 

R
2
m : Koefisien determinasi total 

e1, e2 : Nilai kekeliruan taksiran estándar 

 

Koefisien determinasi total sebesar 0,4495 memiliki makna bahwa sebesar 

44,95% IPM, biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi 

variasi ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar model sebesar 55,05%. 

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung 

IPM pada pertumbuhan ekonomi, diperoleh standardized coefficient beta yaitu sebesar 

0,784 dan angka probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Dapat dikatakan bahwa IPM memiliki 

pengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Bali. IPM memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Bali. IPM di suatu daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Peningkatan IPM berarti peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan 

masyarakat itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengurangi angka 

pengangguran karena mudah terserap di dunia usaha sehingga pendapatannya akan 

bertambah. Hal tersebut dapat meningkatkan angka PDRB suatu daerah dan tentu saja 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penelitian oleh Aris dan 

Lucky (2012) mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan IPM memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan. 
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Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung 

biaya infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi, diperoleh standardized coefficient beta 

yaitu sebesar 0,209 dan angka probabilitas sebesar 0,324 > 0,05. Dapat dikatakan bahwa 

biaya infrastruktur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pembiayaan dalam bidang infrastruktur akan 

meningkatkan sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Fenomena 

tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah daerah dalam 

bidang infrastruktur seperti pembuatan jalan, jembatan dan lainnya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hubungan antara infrastruktur dan 

pertumbuhan ekonomi bersifat multiple dan kompleks, tidak hanya karena pengaruhnya 

secara langsung terhadap produksi dan konsumsi namun juga karena infrastruktur 

menciptakan eksternalitas langsung dan tidak langsung dan menyangkut besarnya arus 

pengeluaran yang menimbulkan pekerja tambahan. Komponen – komponen pembentukan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah alokasi pemerintah serta partisipasi dari pihak 

swasta, namun pada kenyataannya di Bali pertumbuhan ekonomi sebagian besar 

dipengaruhi oleh sektor swasta dimana pariwisata yang merupakan sektor unggulan di 

Provinsi Bali lebih banyak mendapatkan alokasi dana dari pihak swasta. Penelitian 

Jimmy (2010) bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, dimana pengeluaran 

pemerintah di bidang infrastruktur memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada 

kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2008 – 2011.  

 Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung 

investasi pada pertumbuhan ekonomi, diperoleh standardized coefficient beta yaitu 

sebesar -0,181 dan probabilitas sebesar 0,532 > 0,05. Dapat dikatakan bahwa investasi 
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tidak memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Bali. Di Provinsi Bali data PMTDB pada tahun 2008 – 2015 selalu mengalami 

peningkatan namun tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

dikarenakan realisasi dari dana investasi tersebut belum optimal, sehingga tidak bisa 

mengurangi angka pengangguran maupun meningkatkan pendapatan suatu daerah, selain 

itu di Provinsi Bali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya tidak hanya didukung 

oleh investasi dari pemerintah namun investasi dari sektor swasta pun sangat berperan. 

Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung 

IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, diperoleh 

standardized coefficient beta yaitu sebesar -0,287 dan probabilitas sebesar 0,227 > 0,05. 

Dapat dikatakan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ketimpangan 

distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Suatu keadaan yang baik apabila 

suatu daerah Indeks Pembangunan Manusianya meningkat maka akan mengurangi 

ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Secara umum IPM yang tidak 

merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relative tidak maju 

akibat kualitas manusianya yang rendah dan ada daerah yang maju akibat kualitas 

manusianya yang baik. Hal ini akan mendorong tidak seimbangnya pembangunan yang 

terjadi. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rama dkk (2013) tentang 

pengaruh IPM pada ketimpangan pembangunan di Jawa Timur pada tahu 2005 – 2011. 

 Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung 

biaya infrastruktur pada ketimpangan distribusi pendapatan, diperoleh standardized 
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coefficient beta sebesar -0,608 dan probabilitas sebesar 0,026 < 0,05. Dapat dikatakan 

bahwa biaya infrastruktur memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan 

distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Koefisien yang bernilai negatif 

berarti semakin tinggi pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur maka 

ketimpangan distribusi pendapatan akan berkurang. Pengeluaran pemerintah yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara langsung 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang berbeda pada 

setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan 

pembangunan antar daerah yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat 

daerah bersangkutan yang tercermin dalam PDRB daerah tersebut. Di Provinsi Bali 

pembangunan akan infrastruktur sangat diperlukan guna menunjang kegiatan ekonomi 

khususnya di daerah – daerah yang memiliki akses terbatas seperti Kabupaten Klungkung 

dan Bangli, sehingga pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur memiliki 

pengaruh dalam menurunkan angka ketimpangan di suatu daerah. Penelitian Nungki 

(2011) mendukung hasil pada penelitian ini yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam 

bidang infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia. 

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung 

investasi pada ketimpangan distribusi pendapatan, diperoleh standardized coefficient beta 

yaitu sebesar 0,716 dan probabilitas sebesar 0,054 > 0,05. Dapat dikatakan bahwa 

investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ketimpangan distribusi 

pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Di Provinsi Bali daerah – daerah yang 

dianggap potensial  seperti Denpasar dan Badung memperoleh investasi yang sangat 



E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol.6, No.2 Februari 2017 

 

 

275 

 

tinggi dibandingkan daerah lainnya. Ketidakmerataan inilah yang menyebabkan 

terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, selain itu investasi yang 

tinggi di suatu daerah tidak dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan 

di Provinsi Bali karena untuk mencapai angka disparitas yang rendah diperlukan 

kerjasama antara pemerintah dah pihak swasta. Untuk mengembangkan sektor-sektor 

yang ada di Provinsi Bali khusunya sektor pariwisata yang dianggap unggul, sangat 

diperlukannya bantuan investasi dari pihak swasta. Penelitian Wahyuni, dkk (2014) 

bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, dimana investasi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan pada kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali 

tahun 2000 – 2012. Pengaruh yang positif memiliki arti yaitu investasi yang meningkat 

akan meningkatkan disparitas atau kesenjangan pendapatan pula. 

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji hubungan 

langsung pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan distribusi pendapatan, diperoleh 

standardized coefficient beta yaitu sebesar 0,542 dan probabilitas sebesar 0,001 < 0,05. 

Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung dan 

signifikan pada  ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. 

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang searah terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. Teori yang dikemukakan oleh Kuznets mendukung hasil dalam penelitian, 

dimana dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi yang cepat akan mengakibatkan 

ketidakmerataan semakin tinggi pula, namun seiring berjalannya waktu persoalan 

tersebut akan teratasi. Di Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak 

seimbang. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan menjadi 

masalah yang serius. Daerah yang pertumbuhannya lambat biasanya disebabkan oleh 
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beberapa faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki akibat investasi 

yang kurang optimal serta minimnya sumber daya manusia berkualitas yang mampu 

menggerakkan perekonomian menjadi lebih baik.  Fenomena tersebut yang 

mengakibatkan angka ketimpangan pendapatan di suatu daerah meningkat. 

 Hubungan tidak langsung IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan di 

Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Sb1b7 = √               …………………………...……………………..(4) 

Sb1b7 = √(     ) (     )  (     ) (     )  

Sb1b7 = 0,0899 

  Menurut hasil perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi hubungan tidak 

langsung maka perlu menghitung nilai z  hitung (uji t-hitung) dari koefisien Sb1b7 dengan 

rumus yaitu: 

z = 
    

     
 …………………...…………………………………………………….(5) 

z = 4,726 

Oleh karena z hitung sebesar 4,726 > 1,64, hal ini berarti secara tidak langsunh 

IPM berpengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan melalui 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pula bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh IPM pada ketimpangan distribusi 

pendapatan di Provinsi Bali.  

Besarnya hubungan tidak langsung IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan 

secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening adalah 

sebagai berikut:  

X1 → Y1 → Y2  = (b1 x b7)………………………………………………..(6) 



E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol.6, No.2 Februari 2017 

 

 

277 

 

   = 0,425  

Nilai sebesar 0,425 mempunyai arti bahwa pengaruh IPM pada ketimpangan 

distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Bali adalah sebesar 42,5 persen. 

 Hubungan tidak langsung biaya infrastruktur pada ketimpangan distribusi 

pendapatan di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Sb2b7 = √               ………………………………………………….(7) 

Sb2b7 = √(     ) (     )  (     ) (     )  

Sb2b7 = 0,0027 

  Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi hubungan tidak 

langsung maka harus menghitung nilai z hitung (uji t-hitung) dari koefisien Sb2b7 dengan 

rumus yaitu: 

 z = 
    

     
………………….…………………………………………………….(8) 

      z = 41,955  

Oleh karena z hitung sebesar 41,955 > 1,64, hal ini berarti biaya infrastruktur 

secara tidak langsung memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi 

pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pula 

bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh biaya 

infrastruktur pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.  

Besarnya hubungan biaya infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

intervening adalah sebagai berikut:  
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 X2 → Y1 → Y2  = (b2 x b7)……….……………………………………….(9) 

    = 0,113 

Nilai sebesar 0,113 memiliki arti bahwa hubungan biaya infrastruktur pada 

ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Bali sebagai variabel intervening adalah sebesar 11,3 persen. 

Hubungan tidak langsung investasi pada ketimpangan distribusi pendapatan di 

Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Sb3b7 = √               ………………………...………………………(10) 

 Sb3b7 = √(     ) (     )  (      ) (     )  

                  Sb3b7 = 0,00235 

  Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak 

langsung maka harus menghitung nilai z hitung (uji t-hitung) dari koefisien Sb3b7 dengan 

rumus yaitu: 

z = 
    

     
…………………………………………..…………………………….(11) 

z = -41,746 

Oleh karena z hitung sebesar -41,746 < 1,64, hal ini berarti secara tidak langsung 

investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan 

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pula bahwa 

pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening dalam pengaruh investasi 

pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan investasi 

yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar merupakan investasi daerah. Peningkatan 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh investasi daerah namun peran investasi 

swasta pun sangat tinggi. Investasi di Provinsi Bali hanya berpusat pada daerah tertentu 
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saja dan tidak adanya kemerataan setiap daerah di Provinsi Bali sehingga hanya daerah 

tertentu saja yang dapat mengembangkan perekonomiannya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 IPM berpengaruh langsung dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Bali karena tingginya angka IPM menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara 

umum suatu daerah, sedangkan biaya infrastruktur dan investasi tidak memiliki pengaruh 

signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, dimana peningkatan biaya 

infrastruktur dan investasi setiap tahunnya tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Bali. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi 

Bali, sedangkan IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada 

ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. IPM serta biaya infrastruktur 

memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung 

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. IPM serta biaya infrastruktur yang 

semakin baik setiap tahunnya serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik akan 

memberikan peningkatan kapasitas perekonomian daerah dimana sektor riil suatu daerah 

akan bergerak baik dalam bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia dan pada 

akhirnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat sehingga dapat mengurangi 

ketimpangan distribusi pendapatan. 

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah, pertama pemerintah daerah 

diharapkan dapat melakukan pemerataan pengembangan infrastruktur di setiap daerah 

serta lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga potensi yang 
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dimiliki oleh suatu daerah dapat digali dan meningkatkan perekonomian di daerah 

tersebut. Kedua, pemerintah diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga 

menghasilkan SDM yang berkualitas. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan mampu 

merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Bali agar ketimpangan distribusi pendapatannya dapat 

dicegah, baik dari segi kualitas SDM, pengalokasian pengeluaran daerah dalam bidang 

infrastruktur yang tepat serta pemerataan investasi di setiap daerah. 
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